Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.135/M.PPN/HK/11/2018

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

o

bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan kelancaran
penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan hibah langsung di
Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melimpahkan
kewenangan penandatanganan perjanjian hibah dari Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional kepada Pejabat Tinggi Madya di
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelola Hibah
mengatur bahwa perjanjian hibah langsung ditandatangani oleh
menteri/pimpinan lembaga/pejabat yang diberi kuasa;

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional mengatur bahwa pengusulan kegiatan Pinjaman Luar
Negeri dan Hibah Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan
dengan kebijakan satu pintu (one gate policy),



Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Pelimpahan
Wewenang Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung di
Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

w

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di
Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PENANDATANGANAN  PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG DI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pelimpahan wewenang penandatangan perjanjian hibah langsung di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dapat dilimpahkan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; dan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Pejabat Tinggi Madya yang berkedudukan sebagai Ketua Majelis
Amanat Dana Perwalian di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
PERTAMA tidak mengurangi kewenangan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk menandatangani perjanjian hibah langsung di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM  PERTAMA,  Sekretaris  Kementerian  Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Perjanjian Hibah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditandatangani
sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku sepanjang telah
mendapat persetujuan dari Menteri.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

—

S

RR. Rita Erawati



